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PROVINSI JAWA BARAT 

BUPATI INDRAMAYU 
 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 

NOMOR :  34 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI BELANJA 

HIBAH DI KABUPATEN INDRAMAYU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI INDRAMAYU, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, bahwa tata cara penganggaran, 
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi 
hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, tersebut di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor          
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 2851);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor                    
2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5189); 

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6177); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1521 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 114); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor     

4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah di Kabupaten Indramayu; 
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15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26.7 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Petanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN 

PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DI 

KABUPATEN INDRAMAYU.  
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Indramayu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 

dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan 
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan 

serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

8. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut (PPK) 
adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah. 
PPK- Perangkat Daerah tidak boleh merangkap sebagai PPTK 

maupun Bendahara. 

9. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan dari perangkat daerah 
pada Pemerintah Kabupaten Indramayu selaku Pengguna Anggaran. 
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10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 

  

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKA- Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat 
Daerah. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPA- Perangkat Daerah merupakan dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah 

daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, 
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak 

wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang 
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah. 

15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah 

naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima 
hibah.  

16. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh 
anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara 

sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta 

dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat 

nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

17. Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu 

dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, 
kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional. 

18. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan 

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 

(1). Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, 

penatausahaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi 
pemberian hibah yang bersumber dari APBD. 

(2). Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa uang. 

 
 

BAB III 
KETENTUAN UMUM PEMBERIAN HIBAH  

 
Pasal 3 

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah berupa uang sesuai 
kemampuan keuangan daerah; 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib; 

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan 
pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; 

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 

kriteria paling sedikit: 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan; dan 

c. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

(5) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja hibah, 
obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada Perangkat 
Daerah. 

 

Pasal 4 
 

Hibah dapat diberikan kepada:  

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah Lain; 

c. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD;  

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia; dan  

e. Partai Politik. 
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Pasal 5 

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam 
wilayah Kabupaten Indramayu.  

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b diberikan dalam hal pemberian bantuan atau adanya 
nota kesepakatan dalam hal kerjasama pembangunan daerah. 

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam 

rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari 
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Hibah kepada Badan, Lembaga, Partai Politik dan Organisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e sebagai berikut: 

a. Badan dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, 

sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan; 

b. Badan dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, 
sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan 
Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, 

Gubernur, atau Bupati/Walikota;  

c. Partai Politik yang dapat kursi di DPRD; 

d. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 
adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum 
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan; 

f. Memiliki kepengurusan di daerah domisili. 

 

Pasal 6 

Penerima, alamat dan besaran Hibah tertuang dalam Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD. 

 

 
BAB IV 

Penganggaran 
 

Pasal 7 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik 

Daerah/BUMD dan partai politik serta Badan, Lembaga, Organisasi 
Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis  
kepada Bupati. 
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Pasal 8 

(1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan 

verifikasi usulan permohonan hibah; 

(2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada 
Bupati melalui TAPD;  

(3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 
keuangan daerah. 

 
 

 
Pasal 9 

(1) Rekomendasi kepala perangkat daerah dan pertimbangan TAPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) menjadi 

dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA - 
PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), merupakan anggaran hibah berupa uang. 
 

 

Pasal 10 

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah yang 
menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 11 

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10  
mencantumkan nama penerima, lokasi penerima dan besaran hibah yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
 

BAB V 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

 
Pasal 12 

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-
Perangkat Daerah. 

(2) Penyediaan anggaran pada DPA Perangkat Daerah merupakan batas 
maksimal yang akan diberikan. 

 

Pasal 13 

(1) Permohonan dilengkapi dengan rekomendasi Perangkat Daerah 
terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 

(2) Terhadap pengajuan realisasi akan dilaksanakan pemeriksaan dan 
penelitian administrasi. 
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(3) Apabila persyaratan tidak lengkap maka Kepala Perangkat Daerah 

berhak mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon. 

(4) Apabila persyaratan telah lengkap maka Kepala Perangkat Daerah 

memproses permohonan  realisasi tersebut sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

 

Pasal 14 

(1) Guna mewujudkan tertib administrasi pemberian Hibah maka perlu 
dilakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi. 

 

 

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

1. Rekening penerima hibah; 

2. Surat pernyataan tanggungjawab multak dari penerima; 

3. Kuitansi bermaterai cukup;  

4. Berita acara serah terima; 

5. Identitas penerima; 

6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 

7. Melampirkan dasar hukum pemberian hibah; 

8. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung pengajuan 

realisasi. 

(3) Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK) masing-masing 
Perangkat Daerah. 

 

Pasal 15 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang 

ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dan penerima 
hibah. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
ketentuan mengenai : 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan 

f. tata cara pelaporan hibah. 
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Pasal 16 

 
(1) Perangkat Daerah membuat daftar penerima hibah yang akan 

diberikan, dengan menetapkan Keputusan Bupati berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 
penjabaran APBD. 

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
dasar penyaluran/penyerahan hibah. 

(3) Penyaluran/penyerahan hibah kepada penerima dilengkapi dengan 
kuitansi bukti penerimaan uang. 

(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada 
penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. 

(5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme 

pembayaran langsung (LS).  

 

 
BAB VI 

Pertanggungjawaban 
 

Pasal 17 

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan 
hibah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. 

(2) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada 
Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 

 

Pasal 18 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: 

a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; 

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; 

c. NPHD; dan 

d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah 
yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;  

 

Pasal 19 

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas 
penggunaan hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan hibah; 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah 
yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 
perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang. 
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BAB VII 

Monitoring dan Evaluasi 
 

Pasal 20 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas 

pemberian hibah. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati. 

(3) Format hasil monitoring dan evaluasi berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 21 

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan 
usulan yang telah disetujui, penerima hibah bertanggungjawab secara 

multak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 22 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini terkait penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta monitoring dan 
evaluasi pemberian hibah mulai Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada 

Peraturan Bupati ini. 
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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 23 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Indramayu. 
 
 

 
Ditetapkan di Indramayu 

pada Tanggal  1 Maret 2021 
 

BUPATI INDRAMAYU, 
 
                    Cap/Ttd 

 

NINA AGUSTINA  
    

 
Diundangkan di Indramayu 

pada tanggal  1 Maret 2021           
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, 

 
Cap/Ttd. 

 

RINTO WALUYO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
TAHUN   2021  NOMOR :  34 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 

KABUPATEN INDRAMAYU 
 

 
 

ALI FIKRI, SH., MH 

Pembina Tk. I 
NIP. 19670224 199003 1 004 

 
 

 


